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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b> United Nations Convention on The Law Of  The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi

melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah

satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif.  Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan

dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak negara pantai di  Zona Ekonomi

Eksklusif diantaranya adalah melaksanakan penegakan hukum dengan memberikan hukuman terhadap

warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal

penjatuhan hukuman, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102  Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

melarang penjatuhan setiap bentuk hukuman badan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak

pidana perikanan di Zona Eonomi Eksklusif kecuali telah ada perjanjian dengan pemerintah negara yang

bersangkutan. Penjatuhan hukuman terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan

di Zona Eonomi Eksklusif hanya dalam bentuk hukuman denda. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila

warga negara asing tersebut tidak dapat membayar denda yang telah diputuskan dalam sidang

pengadilan.<hr><i><b>ABSTRACT</b> The United Nations Convention on the Law of the Sea

(UNCLOS) 1982 has been ratified through Act Number 17 of 1985 distinguishing marine areas in eight

regimes, one of which is the Exclusive Economic Zone. In the 1982 UNCLOS a number of matters relating

to the rights and obligations of coastal countries in the Exclusive Economic Zone were regulated. The rights

of coastal states in the Exclusive Economic Zone include implementing law enforcement by giving penalties

to foreign nationals who carry out fisheries in the Exclusive Economic Zone. In the case of sentencing,

Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982 and Article 102 of Act Number 31 of 2004 concerning Fisheries

which have been amended by Act Number 45 of 2009 prohibits the imposition of any form of corporal

punishment on foreign nationals who act fisheries in the Exclusive Economic Zone unless there is an

agreement with the government of the country concerned. The imposition of penalties on foreign nationals

committing a fishery crime in the Exclusive Economic Zone is only in the form of a fine. This creates a

problem if the foreign citizen cannot pay the fine that has been decided in the court

session.</em></p><p> </p>
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